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CPL-PRODI KEWAIJIBAN MATAKULIAH

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban

52 berdasarkan Pancasila

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab

53 pada negara dan bangsa;

P2 | Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum




P5 | Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum

Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan
KU3 | teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental
terhadap informasi dan data

KK1 | Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum

KK8 | Mampu memberi saran untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah yang dituangkan dalam tulisan

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN

Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep teoritis dalam hukum pidana formil dan materiil
dan memberikan saran dalam rangka pembaruan hukum pidana kedepannya serta mahasiswa mampu bekerja secara individu dan kolektif

dalam timnya.

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Mata kuliah ini mempelajari tentang asas-asas hukum pidana Indonesia dikaji dari perspektif normatif, teoritis, perbandingan dan pembaharuan
hukum, teori pemidanaan dan pembuktian dalam konteks filsafat pemidanaan menurut sistem peradilan pidana Indonesia dikaji dari perspektif
teoritis dan praktik, kebijakan legislasi terhadap pengaturan korban kejahatan dalam perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia dan
beberapa negara, sistem perumusan jenis sanksi pidana menurut ilmu hukum pidana, dimensi kebijakan hukum pidana dan pembaharuan
hukum pidana, tindak pidana ekonomi, pelanggaran HAM berat dan tindak pidana penyelundupan dan tindak pidana kepabeanan
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Pembukaan mata kuliah | Pembukaan kuliah | e Perkenalan 2x50 Kemutkahiran literatur
(mahasiswa menyepakati | menjelaskan tentang : e Kuliah Interaktif menit Ketepatan menguraiakan | 2%
kontrak perkuliahan) dan | 1. Kontrak perkuliahan e Penelusuran materi
mahasiswa mampu | 2. Identitas mata kuliah Pustaka Kemampuan bertanya dan
I menguraikan tentang | 3. Sasaran belajar mengemukakan pendapat
mata kuliah kapita selekta | 4. Deskripsi mata kuliah
hukum acara pidana
Penjelasan mengenai mata
kuliah kapita selekta acara
hukum pidana
. 1. Asas legalitas dalam e Kuliah Interaktif ZXSQ Ketepz_:\tan menguraikan | 8%
- 11 Mahasiswa mampu e Small Group | menit materi

perspektif hukum




menguraikan  asas-asas
hukum pidana Ind

pidana Indonesia dan
kajian perbandingan
hukum

2. Asas legalitas dari
perspektif lus
Constituendum dalam
Rancangan KUHPidana

3. Asas perbuatan
melawan hukum
materiil dalam hukum
pidana Indonesia

4. Asas hukum pidana
dalam konteks mediasi
penal dikaji dari
perspektif
pembaharuan hukum

Discussion

Kemampuan bekerjasama
dalam kelompok
Kemampuan bertanya dan
mengemukakan pendapat
Kedisiplinan dan sopan
santun

Mahasiswa mampu
menganalisis  teori-teori
hukum pidana umum

Teori pemidanaan dalam
konteks filsafat
pemidanaan menurut
sistem peradilan pidana
Indonesia  dikaji  dari
perspektif teoritis dan
praktik

1. Retributive
2. Deteren

3. Rehabiltasi
4. Integratif

e Kuliah interaktif
e Think Pair Share

2x50
menit

Ketepatan
materi
Kemampuan bertanya dan
mengemukakan pendapat
Kedisiplinan dan sopan
santun

menganalisis

6 %




Mahasiswa mampu | Teori-teori tentang sistem | e Kuliah interaktif 2x50 Ketepatan = menganalisis | 12 %
menganalisis  teori-teori | pembuktiaan dikaji dari | e Case Study menit materi
hukum pidana umum perespektif normatif, | e Diskusi kelompok Kemampuan bekerjasama
teoritis dan praktik | ¢ Persentasi kelompok dalam kelompok
peradilan Kemampuan bertanya dan
1. Sistem pembuktian mengemukakan pendapat
menurut UU secara Kedisiplinan dan sopan
positif santun
2. Sistem pembuktian
menurut keyakinan
hakim
V-VI 3. Sistem pembuktian
menurut UU secara
negatif
Teori pembalikan beban
pembuktian dalam tindak
pidana korupsi
1. Teori omkering van het
bewijslast/shifting  of
burden of proof
2. Teori balanced
probability principles
Mahasisw'a' mf\mpu 1. Dalam KUHP e Kuliah interaktif 2x50. Ketepgtan menganalisis | 4%
me'ngarlmallsw kebijakan 2. Dalam KUHAP menit materi
VI legislasi terhadap 3. Dalam ketentuan Kemampuan bertanya dan
pe.ngaturan korban hukum pidana diluar mengemukakan pendapat
kejahatar‘1 qalam KUHp maupun di luar Kedisiplinan dan sopan
perspektif sistem santun

KUHAP




peradilan pidana di
Indonesia dan beberapa
negara

e Ujian Tulis 2x50 Ketepatan menjawab soal | 15 %
VI MID TEST menit kejujuran
Mahasiswa mMampu | 4 sistem perumusan e Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan  menguraikan | 4 %
menguraikan sistem | tunggal/ imperatif menit materi
perumusan jenis sanksi 2. Sisten perumusan Kemampuan bertanya dan
pidana menurut ilmu alternatif mengemukakan pendapat
I hukum pidana 3. Sistem perumusan Kedisiplinan dan sopan
kumulatif santun
4. Sistem perumusan
kumulatif-alternatif
Mahasiswa mampu | 4 5o kebijakan e Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan  menguraikan | 4 %
menguraikan dimensi |~ hukum pidana menit materi
kebijakan hukum pidana 2 Kriminalisasi dan Kemampuan bertanya dan
X kebijakan dalam merTg.err_wkakan pendapat
penggunaan  hukum Kedisiplinan dan sopan
pidana santun
Mahasiswa mMampu | 1 bombaharuan hukum | ® Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan = menganalisis | 4 %
X menguraikan dimensi pidana materii menit materi
pembaharuan hukum 2. Pembaharuan hukum Kemampuan bertanya dan
pidana mengemukakan pendapat

pidana formil

Kedisiplinan dan sopan




santun

Mahasiswa Mampu | 1 pocar hukum e Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan = menganalisis | 10 %
menganalisis tentang 2. Pengertian tindak e Problem Based | menit materi
tindak pidana ekonomi pidana ekonomi Learning Kemampuan bekerjasama
3. Kekhususan tindak dalam kelompok
pidana ekonomi Kemampuan bertanya dan
X11- X111 4. Sanksi dalam UU men.g'err.wkakan pendapat
tindak pidana ekonomi Kedisiplinan dan sopan
5. Penegakan hukum santun
6. Perkembangan tindak
pidana ekonomi
Mahasiswa mMampu | 1 5o hukum e Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan analisis materi 6 %
menganalisis tentang | 5 Pengertian HAM berat | ® Small Group | menit Kemampuan bekerjasama
pelanggaran HAM berat 3. Penanganan Discussion dalam kelompok
X[V pelanggaran HAM Kemampuan bertanya dan
yang berat mengemukakan pendapat
Kedisiplinan dan sopan
santun
Mahasiswa mMampu | 4 5o car hukum e Kuliah Interaktif 2x50 Ketepatan = menganalisis 5%
<V menganalms tentang 2. Pengertian e Self Directed Learning | menit materi
tindak pidana 3. Penyidikan Kemampuan
penyelundupan dan 4. Penuntutan dan menyelesaikan topik

tindak pidana kepabeanan

secara mandiri




peradilan

Kemampuan
mengemukakan pendapat
Kedisiplinan dan sopan
santun

XVI

FINAL TEST

e Ujian Tulis

2x50
menit

Ketepatan menjawab soal
kejujuran

20 %




